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TENTANG

PATAN DAN
TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWT,

. a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat

berjalan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran,

perlu .adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

. bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi dalam pengelolaan

keuangan desa akan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan
Keuangan Desa (SISKEUDES) yang bekerjasama dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan surat
Menteri Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tanggal 27
November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
dan Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 11 Agustus
2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/
Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undane-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negarag Republigk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...
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. Peraturan Pemerintah Nom

Nomor 244, Ta i donesia Tahun 2014
Nomor 5587) Ség:ah.an Lembaran Negara Republik Indonesia
dermen Uncian _Ugacllmana telah diubah beberapa kali terakhir
Perubahan Ked\;ga Pg:a:ngndNomor 9 Tahun 2015 tentang
tentang Pemerintahan p one-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Indonesia Tahun 2015 N
Republik Indonesia Nomor 5679); Tambahan Lembaran Negara

or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Unda-.mg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
_ 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5717);

Pelaksanaan Undang-
(Lembaran Negara Re
Tambahan Lembaran

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558},
sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

. Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1037);

. Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 900/6271/SJ dan Nomor MOU-
16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan

Pengelolaan Keuangan Desa;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27
November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.
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. PERATURAN  BUPATI TENTANG p
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EDOMAN PENYUSUNAN
" ANGGARAN  PENDAPATAN
ka ANGGARAN 2018 DAN BELANJA DESA TAHUN
~ BAB]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
uran Bupati ini yang dimaksud dengan :
7%, pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa,
ﬂﬂggaf rencand keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui

i Desa dan BPD i
gl leh Pemer intah » yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
i a0
8 e nyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk
ped";nrah pagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan

APBD(?:;h Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Pemenkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

sencanaanl
juangan desa
BAB II
PENYUSUNAN APBDESA
Pasal 2

M]Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan menggunakan
plikasi sistem pengelolaan keuangan desa.

YJKode rekening APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
geantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Praturan Bupati ini.

BAB 111
SISKEUDES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

IS ‘ ‘
pésrle(iUdes merupakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari
'ISisk “anaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

s%a:;“i};_ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa
ine,

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

u Pasal 4

keia“g&n SKeudeg adalah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan
d{qnhlan si?? Yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat‘ sesuai dengan
i, Partig;, 884 terwujud tata kelola pemerintahan desa yang bersifat terintegrasi

Patif, serta memiliki pengendalian yang baik sampai dengan proscs

DQI.QI] d o
Manggungjawaban.
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Bagian Ke tiga
Kedudukan

Pasal 6
aksana siskeudes adalah sebagai berikut .

ik 5; Desa merupakan pelaksgna Siskegdgs di tingkaF user.
T qorint pakan pelaksana Siskeudes di tingkat admin,

ra S .
Zicﬂma thQZbUPaten merupakan pelaksana Siskeudes di tingkat super admin.
esiny
¥ BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

yasafl terhadap pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Inspektorat
Fiapaten Melawi

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa wajib melaksanakan
mpan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

wran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
fen Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal % Desembeou 2017

d .
t:nngk«'zln di Nanga Pinoh
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